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Abstraksi:    Bahwa dalam rangka menciptkan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari 

masyarakat, perlu dibentuk unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit 

Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang; 

 

Bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang 

tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang; 

 

        

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah : 

 

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor; UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);PP Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); PKPU Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 



Nomor 320) sebagimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PKPUNomor 4 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota;  PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, 

Dan Tata Kerja Sekjen, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 9Bertita Negara Republik Indonbnesia Tahun 2020 

Nomor 1236); 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 35/HK.03.1- 

/2020 diatur tentang :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang 

tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Penegendalian 

Gratifikasi Pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten  

 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 Oktober 2021 
- Lampiran 2 halaman 



 


